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A. Latar Belakang Masalah

Financial Technology (Fintech) merupakan pembaharuan fasilitas
keuangan menggunakan teknologi online. Hal ini adalah dampak dari munculnya
era revolusi industri 4.0. Artinya, era industri di mana seluruh entitas yang ada di
dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan

memanfaatkan teknologi internet?

Peer To Peer Lending merupakan salah satu bentuk layanan Financial
Technology (Fintech). Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK)
merespon keberadaan layananan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi. Pada peraturan tersebut, pengertian layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan
jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima
pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik
dengan menggunakan jaringan internet.®

Layanan ini memiliki mekanisme yang berbeda dengan pinjam-meminjam
atau pembiayaan di perbankan. Peer To Peer Lending dapat diakses oleh
masyarakat melalui aplikasi pada gawai dua puluh empat jam nonstop tanpa perlu
mengajukan kredit ke bank dan tersebut juga tidak mempersyaratkan adanya

agunan. Pemberi pinjaman dalam layanan ini tidak bertemu langsung dengan

2 Soetopo, Hoedi Prasetyo dan Wahyudi. "Telaah Klasifikasi aspek dan Arah
Perkembangan Riset." Jurnal Teknik Industri Undip Volume 13 Number 1 URL:
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/18369/12865 (Januai 2018): 17-26.
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penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal
karena dalam layanan ini terdapat pihak lain yakni platform peer to peer yang
menghubungkan kepentingan antara para pihak. Pada layanan ini tidak
diperlukannya Bl Checking untuk pemeriksaan riwayat kredit Riil dari calon
peminjam dana. Lain halnya dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan
dimana debitor yang memerlukan pinjaman harus bertatap muka dan harus
menjalani proses antri sampai menandatangani perjanjian kredit, adanya Bl

Checking dan biasanya mempersyaratkan adanya agunan.

Peer to peer lending memberikan kemudahan pada proses pencairan,
namun sangat memberatkan dalam proses pembayaran. Alasannya, pada layanan
ini dikenakan sistem bunga pinjaman, yang akan terus bertambah setiap harinya.
Sistem ini dikenal dengan sistem compounding atau di masyarakat lebih dikenal
dengan sistem bunga berbunga. Selain itu, perjanjian / perikatan pinjam
meminjam ini biasanya bersifat konsumtif. Dalam hal ini, objek pinjaman adalah
berupa mata uang rupiah (uang) yang cenderung digunakan untuk kebutuhan
sehari - hari yang konsumtif, bukan dalam bentuk pembiayaan. Bahkan, orang lain
disekeliling peminjam dana pun ikut terkena dampaknya. Peminjam dana yang
belum melunasi pinjamannya, mendapat konsekwensi penagihan yang dilakukan
setiap hari . Penagihan dilakukan terhadap orang sekeliling peminjam dana
(selanjutnya disebut penjamin) yang diberikan nomor telepon saat diawal proses
perjanjianpinjam meminjam. Selain itu, Penjamin sering kali tidak mengetahui
jika dirinya dijadikan sebagai pihak jaminan, hal ini pun tergolong sebagai

Penyalahgunaan data pribadi.



Hal ini tentunya tidak sesuai bila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi
Syari‘ah. Alasannya, bahwa pelaksanaan Utang-piutang pada dasarnya tidak boleh
memberatkan kedua belah pihak. Baik kepada pihak yang meminjamkan utang
maupun yang diberi pinjaman utang. Apalagi jika diberlakukan sistem bunga
berbunga, sedangkan pada hukumnya, perjanjian utang- piutang haruslah dibayar

dengan jumlah yang sama.

Dasar hukum pinjam meminjam (dalam Islam dikenal dengan istilah
utang-piutang) ini terdapat dalam Al- Qur’an dan Al-Hadist. Salah satunya yaitu
Surat Al-Ma‘idah [5] ayat 2 yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal
kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.* Ayat
tersebut bermakna, memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya,
sebab transaksi utang-piutang sejatinya didasari adanya kebutuhan mendesak,
namun ia tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan itu, sehingga memerlukan
bantuan dari pihak lain dengan cara berutang. Maka dengan demikian, kegiatan
utang-piutang tidak boleh memberatkan semua pihak yang terkait didalamnya.
Nabi SAW memberikan pengembalian utang dengan lebih tanpa didasari oleh
perjanjian, dan hanyalah merupakan bentuk kebaikan.® Telah dijelaskan dalam Al-
Qur’an sebagai berikut :

Surat Al-Hadid [57] Ayat 11:

* Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.
Yogyakarta: Citra Media, h. 127.

® Afriyenis, Winda. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah
Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." Jurnal Kajian Ekonomi Islam UIN Imam Bonjol
Padang Volume 1 Number 1 URL:
http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/12/13 (Januari-Juni 2016): 1-16.



“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,
dan dia akan memperoleh pahala yang banyak ”.

Ayat tersebut tersirat anjuran utang-piutang, bahwasanya Allah akan
melipatgandakan imbalan terhadap orang yang memberikan utang atas dasar
kebaikan berupa pahala yang banyak.” Sehingga apabila yang berutang
memberikan kelebihan pembayaran kepada orang yang menutangkan, dan
dilakukan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka
kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi
yang berutang. Hukum utang-piutang dengan mengambil manfaat adalah haram

apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.®

Berdasarkan hal tersebut di atas, legalitas peer to peer lending dalam
Perspektf Hukum Ekonomi Syari‘ah menjadi menarik untuk diteliti mengingat
sistem pembayaran pada Layanan Pinjam Meminjam Online ini sudah banyak

meresahkan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah
1. ldentifikasi Masalah
a. Masuknya era Disrupsi Teknologi 4.0 sehingga bisnis melalui transaksi

elektronik semakin menjamur.

¢ QS. Al- Hadid (57):11.
" Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Figh Muamalat. Jakarta: Amza., h. 275.
® Ibid., h. 281.



b. Kegiatan usaha Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknomogi
(Peer to Peer Lending ) ini tergolong jenis inovasi Bisnis baru yang
belum ditetapkan hukumnya berdasarkan perspektif Syari‘ah.

c. Dalam penarikan keuntungan, pinjam online ini cenderung mencekik
peminjam dana dengan system bunga berbunga.

d. Penyebaran data diri orang lain yang ditetapkan sebagai penjamin
cenderung mengganggu dan merusak privasi. Disisi lain, penetapan
penjamin sering kali dilakukan tanpa izin.

e. Kegiatan usaha Peer to Peer Lending memiliki risiko yang lebih tinggi
karena pemberi pinjaman tidak dapat memeriksa riwayat kredit riil
peminjam, dengan tidak dilakukannya Bl Checking sebelum transaksi.

f. Otoritas Jasa Keuangan hanya bertindak sebagai pemberi ijin usaha atas
platform Peer to Peer Lending , tanpa memberikan aturan penetapan
sanksi pidana ataupun perdata bagi peminjam gagal bayar, sehingga
lemahnya payung hukum bagi pemberi pinjaman dana.

2. Pembatasan Masalah

Supaya Lebih fokus pada tema yang dikaji, maka penelitian ini dibatasi

pada Legalitas Peer To Peer Lending dalam perspektif hukum ekonomi

Syari‘ah yang ditinjau dari Proses Penarikan Keuntungan yang sangat

memberatkan Peminjam Dana dengan penerapan sistem bunga - berbunga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan penelitian ini

yaitu:



1.

Bagaimana pelaksanaan Financial Technology: Peer To Peer Lending
(Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) di
Indonesia?

Bagaimana Legalitas Peer To Peer Lending (Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi) dengan penerapan bunga - berbunga

ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memahami pelaksanaan Financial Technology: Peer To Peer Lending

(Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) di

Indonesia.

2. Memahami Legalitas Peer To Peer Lending (Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi) dengan penerapan bunga - berbunga

ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Manfaat

penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1.

Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran
berupa wawasan mengenai pelaksanaan Financial Technology: Peer To Peer
Lending (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) di

Indonesia dan Legalitasnya perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah.



2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan ilmu
pengetahuan bagi Peneliti, Mahasiswa, Praktisi hukum dan Masyarakat secara
umum. Selain itu juga penelitian ini merupakan salah satu fokus kajian
program studi hukum ekonomi Islam. Dan kemudahan dalam mencari
referensi juga menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memastikan aspek orisinalitas dan
kejujuran dari penelitian ini. Selain itu, sebagai antisipasi adanya unsur plagiat
dalam tesis ini maupun duplikasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai peneliti terdahulu, peneliti dapatkan

beberapa penelitian yang serupa. Tujuan penelusuran tersebut untuk membedakan

dengan penelitian terdahulu dan untuk mengisis kekekosongan literatur dan
pembahasan mengenai objek kajian fintech (peer to peer lending) dalam
perspektif Hukum Ekonomi Islam. Berikut peneliti rangkumkan hasil penelusuran

terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Thesis Ugi Sugiana, yang berjudul “Analisis Pendekatan Disruptive Innovation
Study Pada PT Investree Radhika Jaya.”® Penelitian ini membahas tentang
Pendekatan disruptive innovation di Investree. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa Pendekatan disruptive innovation di Investree berjalan
efektif. Hal ini bisa dilihat dari terciptanya model bisnis baru yang berbeda

dengan incumbent, merupakan pelayanan pinjam meminjam dalam platform

° Sugiana, Ugi. 2018. Analisis Pendekatan Disruptive Innovation Study Pada PT
Investree Radhika Jaya. Thesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.



digital. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu
kualitatif dan kuantitatif.

2. Jurnal Adi Setiadi Saputra, yang berjudul “Perlindungan Terhadap Pemberi
Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To
Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia.”*° Hasil
pada penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara peer to peer lending yang
mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman lewat website
maupun aplikasi selalu menambahkan ketentuan disclaimer, yaitu bahwa badan
usaha atau penyelenggara tidak bertanggung jawab dalam resiko gagal bayar
penerima pinjaman. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif.

3. Jurnal Nuzul Rahmayani, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Perlindungan
Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di

» Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perturan OJK terkait

Indonesia.
dengan pengawasan finteh di Indonesia masih sangat minim, yaitu POJK
Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis
Teknologi Informasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah
kualitatif.

4. Thesis M. Taufik al hidayah berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha

Syari‘ah Pada Teknologi Finansial (TEKFIN) di PT. Indves Dana Syari‘ah.”*

19 saputra, Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen
Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending
Di Indonesia." Jurnal Veritas Et Justitia Volume 5 Number 1
http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3057/2715 (Juni 2019): 238-261.

! Nuzul, Rahmayani. 2018. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait
Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia." Pagaruyuan Law Jurnal
Volume 2 number 2 https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/887/798 : 24-41.

12 hidayah, M. taufik al. 2018. Manajemen risiko Pembiayaan Usaha Syari’ah Pada
Teknologi Finansial (TEKFIN) di PT. Indves Dana Syari’ah. Thesis, Yogyakarta: UIN Suka.



Berdasarkan penelitian tersebut manajemen risiko pada pembiayaan usaha
Syari‘ah didasarkan pada risiko yang ada seperti risiko gagal bayar, sehingga
membutuhkan manajemen risiko yang baik. Dari proses manajemen risiko
yang dilakukan oleh PT. IDS telah mampu meminimalisir dampak resiko gagal
bayar, sehingga dapat menurun pembiayaan macet hingga 0%. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

5. Thesis Regita Wijayanti, yang berjudul “Perlindungan hak konsumen selaku
debitur dan kreditur pada transaksi Peer to Peer Lending (P2P) Financial
Technology”.®  Hasil penelitian yang disampaikan yaitu masih terdapat
sejumlah celah resiko pada layanan peer to peer lending yang masih harus
diperbaiki, terutama pada resiko gagal bayar, resiko diserang peretas, resiko
penipuan, dan resiko penyalahgunaan data klien. Sebagai solusi, kemitraan
dengan bank dapat dipandang sebagai salah satu pilihan untuk mendorong
bisnis ini. Bank harus mempertimbangkan area kemitraan mana yang memberi

nilai lebih baik bagi pelanggan dan bagian usaha mereka yang ingin mereka

pertahankan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu
sebagian besar berpusat pada macam — macam risiko yang ditimbulkan dari
transaksi Peer to Peer Lending, serta eksistensinya ditinjau berdasarkan hukum
positif. Sedangkan pada penelitian ini, titik permasalahan yang akan dibahas
mengacu pada legalitas Peer to Peer Lending , ditinjau dari perspektif Hukum

Ekonomi Islam. Penelitian ini akan menerangkan bagaimana mekanisme transaksi

13 Regita, Wijayani. 2017. Perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditur pada
transaksi Peer to Peer Lending (P2P) Financial Technology. Thesis, (Yogyakarta: UGM.
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pinjam-meminjam uang (utang-piutang/ gard) yang dilakukan antara para pihak
dalam peer to peer lending, apakah transaksi peer to peer lending ini sudah sesuai

menurut syariat Islam atau belum.
G. Kerangka Teori

Pengertian “perjanjian pinjam meminjam” dalam ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu terdapat pada Pasal 1754, yang berbunyi:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
menghabiskan Karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula.”**

Islam pun sudah mengatur tentang pinjam-meminjam. Istilah yang sering
digunakan dalam transaksi ini adalah utang — piutang. Sebagai transaksi yang
bersifat khusus, istilah yang lazim dalam figih untuk transaksi utang-piutang
khusus ini adalah al-qard. Secara Bahasa al-qard berarti al-qas’u * (terputus).
Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut gard karena ia terputus dari
pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fugaha yakni Al-Qard adalah
penyerahan pemilikan harta al-mitsliyyah kepada orang lain untuk ditagih
pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk
menyerahkan harta mitsliyyah kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis
dengannya.’® Dengan demikian utang-piutang adalah perbuatan memberikan
sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain

ada yang menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian

14 H
Ibid.,
5 A.Mas’Adi, Ghufron. 2002. Figh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada., h.169-171.
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penerima sesuatu (uang/ barang) itu akan membayar/ mengembalikan hutang

tersebut dalam jumlah yang sama.

Mekanisme Peer To Peer Lending ini merupakan salah satu bentuk
inovasi baru dalam kegiatan utang-piutang yang memang belum dijabarkan secara
rinci pada Al Qur’an.

Dasar hukum diperbolehkannya utang-piutang dalam Islam, sama dengan
mendasari pinjam meminjam Yyaitu Surat Al-Ma‘idah [5] Ayat 2 yaitu berkaitan
dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan tagwa, bukan dalam hal yang
bisa menimbulkan dosa.® Memberi utang kepada seseorang berarti telah
menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-
benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai “sesuatu” yang dibutuhkannya
sehingga orang yang hendak utang tersebut meminta bantuan kepada orang lain
yaitu dengan cara berutang. Utang-piutang adalah suatu akad antara dua pihak,
dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua
untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus
dikembalikan persis seperti yang pihak kedua terima dari pihak pertama. Baik
Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang utang sebagai harta yang
diberikan oleh pemberi utang kepada yang berutang yang pada suatu saat harus
dikembalikan.” Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang
mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada beberapa surat dalam Al-Qur’an

sebagai berikut :

16 Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.
Yogyakarta: Citra Media.h. 127.
7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Amza, Jakarta, 2010, h. 275.
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Surat Al-Hadid [57] Ayat 11:
£ & 53l ATy Al Al Liald A W 8 4 (imj8) 5301 13 2
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*®

Ayat tersebut tersirat anjuran utang-piutang, bahwasanya Allah akan
melipatgandakan imbalan terhadap orang yang memberikan utang atas dasar
kebaikan berupa pahala yang banyak.’® Sehingga apabila yang berutang
memberikan kelebihan pembayaran kepada orang yang menutangkan, dan
dilakukan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka
kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi
yang berutang. Hukum utang-piutang dengan mengambil manfaat adalah haram

apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.?°

Selain itu, dalam setiap transaksi muamalah pun harus selalu mengacu
pada Magasid Asy- Syari‘ah. Magasid merupakan bentuk plural dari magsud.
Sedangkan akar kata nya berasal dari kata verbal gasada, yang berarti menuju;
bertujuan; berkeinginan, dan kesengajaan. Kata magsud-magasid dalam ilmu
Nahwu disebut dengan sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut
dapat diartikan dengan ’tujuan’ atau ’beberapa tujuan. Sedangkan asy-Syari‘ah,
merupakan bentuk subyek dari akar kata syara’a yang artinya adalah ’jalan
menuju sumber air sebagai  sumber kehidupan. Oleh karenanya secara

terminologis, al-Magasid asy-Syari‘ah dapat diartikan sebagai ’tujuan-tujuan

18 QS. AL-Hadid (57):11.
9 Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Figh Muamalat. Jakarta: Amza., h. 275.
% Ibid., h. 281.
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ajaran Islam’ atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari’at
(Allah) dalam menggariskan ajaran/syari’at Islam. 2

Asy- Syatibi pun berpendapat tentang Magasid Asy- Syari‘ah. Menurut
asy-Syatibi, magasid Syari‘ah merupakan tujuan Syari‘ah yang lebih
memperhatikan kepentingan umum. Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan
penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi
hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum  yang ditetapkan dan
diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan
seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia
(jual, beli, nikah, dan lain-lain).?* Syathibi adalah peletak dasar Ilmu Magasid, ia
pun disebut sebagai “Bapak Magqasid asy-Syari ‘ah™®

Selain itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan magasid Syari‘ah dengan
makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh
hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari‘at dan
rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara’ pada setiap hukumnya.?*

Kajian teori Maqasid Asy- Syari‘ah dalam hukum Islam adalah sangat
penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan

diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan

2L Sukirman, Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna. "IMPLEMENTASI MAQASID
SYARI’AH DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT BANK MUAMALAT
INDONESIA." JAMAL "Jurnal Akuntansi Multi Paradigma” Volume 7 Number 1, URL:
https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/about (2016): 120-130

2 Muzlifah, Eva. "MAQASID SYARI’AH SEBAGAI PARADIGMA DASAR
EKONOMI ISLAM." Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 3 Number 2.
URL:http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958/699  (2013):
73-93.

2 Sukirman, Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna. Loc.Cit.,

2 Zuhaili, Wahbah Al-. Ushul Al Figh Al Islami. Beirut: Dar Al Fikr, 1986.h.1017.
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dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang
sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau
dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru
bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam,
dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori Magasid Asy- Syari‘ah.”®

Kemudian, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap
teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW., para sahabat, tabi’in dan generasi
mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang Maqasid Asy- Syari‘ah
merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan
tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu‘amalah antar sesama manusia
dapat dikembalikan.?®

Maqasid Asy- Syari‘ah berfungsi untuk melakukan dua hal penting,
yakni mengamankan manfaat dan yaitu mencegah kerusakan atau cedera seperti
yang diarahkan oleh Pemberi Hukum.?’ Izzuddin ibn Abd As-Salam, pun
mengatakan bahwa segala kewajiban menjalankan hukum selalu bertujuan untuk
kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat.?® Allah

SWT berfirman :

-

@ Oyadad ¥ Gl 21581 &8 V5 adl AN fp & 3 0 dilas O

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat
(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan

% Febriadi, Sandy Rizki. "APLIKASI MAQASID SYARI’AH, APLIKASI MAQASID
SYARI’AH DALAM BIDANG PERBANKAN." Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan
Syari’ah Volume 1 Number 2, URL:
https://ejgeurnal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2585/1850 (2017): 231-245.

Ibid.,
" Ibid.,
%8 Sukirman, Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna. Op.Cit.,
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janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”
(QS. al- Jasiyah [45]:18)

Asy- Syatibi membagi maslahah dalam Magasid Asy- Syari‘ah menjadi
tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: Daririyyah,
hajiyyah, dan tahsiniyyah. Maslahah adalah memelihara tujuan syara' dan meraih
manfaat/menghindarkan kemudharatan. Daririyyah memegang derajat maslahah
tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak
terpenuhi maslahah Daririyyah-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan
akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan maslahah Dariiriyyah yang hilang.?
Maslahah Darariyyah dilakukan dengan menerapkan beberapa perlindungan,
yaitu perlindungan terhadap agama (kifzuddin), perlindungan jiwa (kifzunnafs),
perlindungan terhadap akal (hifzul’agl), perlindungan terhadap keturunan

(hifzunnasl), dan perlindungan terhadap harta (hifzulmal).

1) Perlindungan terhadap agama (hifz ad din).
Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan ibadah. Tidak
ada paksaan bagi setiap umat untuk harus memilih Islam.*® Seperti dalam surat

Yanus [10] ayat 99:

o, o E
-
|

< 8 -
o 2, 25\ 2 2 o g~ ot CER TR Y NN -G 8. TL AT~
M)ﬁ\f@wa\o{&w \&‘v?"r@gg?)\@uﬁuﬁye/\{)ﬂ—b 5

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua
orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)

% Syamsuri, Nabila Zatadini dan. "Konsep Magasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi Dan
Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." Al Falah "Juurnal Of Islamic and Economics" Volume 3
Number 2, URL: http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/587 (2018): 113-123.

% Diniarti Novi Wulandari, dkk. "ETIKA BISNIS E-COMMERCE BERDASARKAN
MAQASID SYARI’AH PADA MARKETPLACE BUKALAPAK.COM." JMM "Jurnal Magister
Manajemen" Universitas Mataram Volume 6 Number 1, URL:
http://www.jmm.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/21/20 (2017): 1-13
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memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman
semuanya”

Penjelasan tentang ini pun terdapat dalam Surat Az- Zariyat [51] ayat 56,

yang berbunyi:
® o5k ) s B3 edls g

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku”

Perlindungan terhadap agama ini berkaitan dengan menjaga keyakinan,

beribadah, serta segala perintah dan larangan - Nya.

2) Perlindungan terhadap harta (kifzulmal).
Perlindungan terhadap harta untuk non muslim dan muslim juga dijelaskan

dalam firman Allah pada surat An Nisa’ [4] ayat 29:

5

PE oE 5 O of V) e iy (I Bl Y T gl @

5

// /‘:5.! Slri—;z.m.c.t

“Hai orang-orang Yyang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”

Adapun pesan ayat diatas berlaku untuk kaum muslimin secara tekstual,

dan non muslim secara maklum, karena secara otomatis, orang-orang non

muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin.*

Hal ini berkaitan dengan segala bentuk pencarian, pengolahan, dan

3 bid.,



3)

4)

17

pemanfaatan harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam
kehidupan. Namun dalam mencari dan menggunakannya tidak boleh dengan
cara yang batil. Seperti suap, mencuri, riba, dan ikhtikar (penimbunan).
Penjagaan terhadap jiwa (hifz an nafs).

Hal ini berkaitan dengan penjagaan hak-hak manusia secara
komprehensif. Hak pertama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup,
hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.®* Firman

Allah dalam Al - Qur’an surat Al Furgan [25] ayat 68 sebagai berikut:

€ ( *e G sz 5 55 B BT
555 V5 G UV T 5 G 2l 8 Y 550 W) A 3 5,85 Y 5l

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali
dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang
melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)
dosa(nya)”.

Penjagaan terhadap akal (kifzul aql).

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya
mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Dengan akal,
surat perintah Allah SWT disampaikan dan manusia dapat menjadi pemimpin
serta berbeda dengan mahkluk lainnya.®® Seperti dalam firman Allah dalam

surat Al Isra’[17] ayat 70:

B 4lss gl s s ol ST 5 24l s o S e

32 hid.,
® bid.,
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@ j”l« 2 ?:\12/}1 &-i-;‘}:{g

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan ”.

5) Penjagaan terhadap Keturunan (kifzunnasl).
Selain perlindungan terhadap agama, akal, dan jiwa, Islam juga
memberikan perlindungan terhadap keturunan. Hal ini berkaitan dengan zina.
Keturunan berasal dari adanya ikatan pernikahan yang sah. Tetapi zina,

bukanlah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam.3* Seperti dalam firman Allah

pada surat Al Isra’[17] ayat 32:

B W 505 T 56 LEI BT 1,55 Y

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat ini  menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk mendekati zina
apalagi melakukan zina itu sendiri. Dalam kasus lain, Islam mengharamkan

kelainan seksual (lesbi dan homo) serta masturbasi.*®

Maslahah setelah Daririyyah adalah maslahah hajiyyah. Masalahah
hajiyyah merupakan masalahah yang bersifat memudahkan, menghindarkan
manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan maslahah hajiyyah tidak

menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh dari maslahah hajiyyah

¥ bid.,
* 1hid.,
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adalah rukhsah dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat.®

Terakhir adalah maslahah tahsiniyyah. Maslahah tahsiniyyah ialah
pelengkap atau penyempurna dari dua magasid sebelumnya, meliputi adat
kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari maslahah tahsiniyyah adalah

larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.®’

Syari‘ah berkaitn erat dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia.
Salah satu dari serangkaian perilaku manusia adalah aspek ekonomi. Seperti telah
dijelaskan sebelumnya, tujuan diturunkannya Syari‘ah adalah untuk mencapai
kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang
berbeda, dunia dan akhirat. Artinya, semua aspek dalam ajaran Islam, harus

mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi.*®

Namun, pada pembahasan ini, pemulis akan memakai salah satu teori
Magasid Asy- Syari‘ah saja yaitu Perlindungan terhadap harta (kifzulmal). Sebab,
hal ini dirasa akan lebih sesuai terhadap analisa mengenai Legalitas peer to peer
lending dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah. Alasannya, aspek Ribawi,
Garar, dan Maysir yang ada dalam praktek tersebut menyangkut tentang |,
pencarian, pengelolaan, dan pemanfaatan terhadap harta oleh para pihak yang
terlibat dalam peer to peer lending yakni Penyelenggara, Pemberi Pinjaman /

Investor, dan Peminjam Dana.

Lebih jelasnya, peneliti membuat alur atau kerangka berfikir dalam

* Ibid.,
* Ibid.,
% Muzlifah, Eva.Loc.Cit.,
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penelitian ini untuk mempermudah penelitian, adapaun kerangka berfikir
penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut:

Skema 1

Al-qur’an

Hadis
POJK No: 77/POJK.01/2016

Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/11/2018

'

Fintech: peer to peer lending

«—> Perspektif Hukum
Ekonomi Syari’ah
¢ (Qardh)

Terciptanya maqasid syari’ah

Penjagaan Terhadap Harta

(Hifz mal)

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian
grand methode yaitu library research, ialah karya ilmiah yang didasarkan
pada literatur atau pustaka; field research, yaitu penelitian yang didasarkan
pada penelitian lapangan; dan bibliographic research, yaitu penelitian yang

memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada
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subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis grand method
yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian
kepustakaan (library research). Pada penelitian awal penulis fokus pada
bahan literasi perpustakaan dan sumber tertulis sebagai langkah awal untuk
menyiapkan kerangka penelitian dan memperdalam kajian teoritis.*°
Sedangkan penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai metode
tambahan, untuk dapat melihat data empiris. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum (penelitian yuridis). Metode penelitian hukum merupakan
suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.*

Sedangkan jika dilihat dari sistematika rancangannya, penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan penelitian
kualitatif merupakan sebuat prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata - kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun
perilaku yang dapat diamati.** Penelitian kualitatif cenderung menggunakan
analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek)
lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif,
peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yanga ada sebagai bahan

95 42

penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

2. Sifat Penelitian

% Shamad, Irhash A. Ilmu SejarahPerspektif metodologi dan acuan penelitian. Jakarta:
Hayfa Press, 2003. h.7.

0 Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004. H.57.

* Moeleong, lexy J. Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2004. h.4.

*2 Noor, Juliansyah. Metodologi n Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya lImiah.
Jakarta: Kencana, 2011.h.38.
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Menurut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya
penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelkaskan hal-hal
yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau
karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan
cermat.*® Secara konkrit, pada penelitian ini dipaparkan pelaksanaan Peer To
Peer Lending beserta analisis legalitasnya ditinjau dalam perspektif Hukum
Ekonomi Syari‘ah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan
penelitian.** Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki
adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang
berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannnya yakni penelitian hukum normatif
(yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.*> Dalam
penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
dan pendekatan konsep (conceptual approach).*®

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan
perundang- undangan yang mengatur mengenai fintech. Sedangkan
pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu
hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan

hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik

8 Azwar, Sarifudin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998. H.7

* Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rieneka Cipta, h. 23.

® Jhonny Ibrahim, Op.Cit; h. 300.

*¢ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit; h. 113
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kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses
analisis.
4. Sumber Data

Pada penelitian dengan jenis penelitian pustaka ini, maka sumber
data yang digunakan yaitu Sumber Data Sekunder. Data sekunder merupakan
pendekatan penelitian yang menggunakan data yang telah tersedia,
selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data
tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum normativ
bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya
disebut bahan hukum sekunder.*’

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan
dalam penelitian hukum normativ terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum Primer
Penelitian hukum yuridis, sumber utamanya adalah bahan hukum
bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang
dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan - aturan yang bersifat
kepustakaan.*® Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian
ini yaitu:
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

" Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, Op.Cit., h.24.
“ Sugono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2006. h. 112.
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Informasi dan Transaksi Elektronik.
c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan.
d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01
/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi.
e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
f) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017
tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
g) Peraturan  Bank Indonesia  No0.19/12/PBI/2017  tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
h) Fatwa DSN Nomor : 117/DSN/MUI/11/2018.
2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang.
Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah
buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas
tentang pinjam meminjam online atau peer to peer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,
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kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

Selain itu, sebagai tambahan sumber data, maka diperlukan pula
beberapa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
objek penelitian di lapangan. Peneliti akan menulis dan mengkaji sumber data
yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-
pihak yang terkait Peer To Peer Lending. Data primer dapat berupa pendapat
orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda
(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data promer disebut juga
sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Oleh
karenanya, untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya

secara langsung.*®

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian library research menggunakan
teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka
seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para
pakar. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Pelenelitian
Administrasi, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas
hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/

menggunakan stade dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya.”

* Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada
University, 2011. h.117.
%0 Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2003.h.88.
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Selain itu, guna menunjan peneletian, maka bisa dilakukan pula teknik
wawancara.
6. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan
cara editing. Editing merupakan pemeriksaan kembali bahan hukum yang
diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta
relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah itu, langkah selanjutnya
adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis
sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang,atau dokumen), pemegang
hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.>

Kemudian, rekonstruksi bahan (reconstructing) yaitu menyusun
ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami
dan dinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum
(systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk
mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah
Content Analysis. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam
penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan
analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis data

jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisisb disebut dengan istilah “teks” .

*! Muhammad, Abdulkadir. Op.Cit.,h.126.
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Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan
secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi,
mengolah, dan menganalisis data untuk memahami makna, signifikansi, dan

relevansinya.®

52 Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke
arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 203.



BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Pinjam-meminjam
1. Pengertian Pinjam-meminjam

Pengertian pinjam — meminjam dalam hukum positif, terdapat pada Kitab
Undang - Undang Hukum Perdata. Pasal 1754 menjelaskan, “Pinjam meminjam
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak
yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian,
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah
yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”®® Lebih lanjut dijelaskan
dalam Pasal 1756 bahwa, utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah
terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.>*

Menurut Islam, pinjam - meminjam disebut dengan Al-‘ariyah. Al -
‘ariyah adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk
diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat
dikembalikan.>® Al - ‘Griyah berasal dari bahasa Arab al ‘Griyah (42,a1) diambil
dari kata ‘ar (J=) yang berarti datang atau pergi. *° Kata tersebut  sering
digunakan untuk menunjuk akad pinjaman (barang). Kata Al - ‘ariyah

diambil dari kata ‘Ara yang berarti pergi (Zahaba) dan datang (ja’a). Pendapat

53 R. Subekti, dan R.Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 2004.h.451.

> Ibid.,

> Rasjid, H. S. (2014). Figh Islam. Bandung: CV Sinar Baru. h.322.

*®jamaludin. (2018, Juli). KONSEKUENSI AKAD AL-’ARIYAH DALAM FIQH
MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH. Jurnal
Qawanin, Volume 2 Number 2, URL : https://media.neliti.com/media/publikations/288203-
konsekuensi-akad-al- ‘ariyah-dalam-figh-mu-3008472a.pdf, 1-14.
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lain mengatakan bahwa kata Al - ‘ariyah berasal dari kata at-ta ‘awuryang berarti
saling bergantian °" Pengertian Al - ‘Grivah secara terminologis menunjukkan
bolen tidaknya peminjam melakukan perbuatan hukum tertentu. Ulama
Hanafiah (diantaranya al Sarkhasi) berpendapat bahwa barang pinjaman
boleh dipinjamkan lagi kepada pihak lain, sedangkan ulama Syafi'iah dan
Hanabilah melarangnya.®
Berdasarkan istilah, terdapat beberapa pengertian Pinjam — meminjam,
yaitu®®:
a) Menurut Hanafiyah: Pinjaman adalah “ memiliki manfaat secara Cuma-
Cuma”;
b) Menurut Malikiyah : Pinjaman adalah “Memiliki manfaat dengan waktu
tertentu dengan tanpa imbalan”;
€) Menurut Syafi’iyah : Pinjaman adalah “Kebolehan mengambil manfaat dari
seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan,
serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan ke pemiliknya”;
d) Menurut Hanabillah : Pinjaman adalah ‘“kebolehan memanfaatkan suatu zat

barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya”.

Para ulama memiliki persepsi yang berbeda mengenai konsekuensi

memahami hakikat Pinjam — Meminjam (Al - ‘Griyah), anatara lain®:

a. Makna akad Al - ‘ariyah secara hakiki (bukan majazi), sebagaimana

> Zuhaili, W. A. (2004). al-Figh fi Islami wa Adillatuh. Damaskus: Daar Al Fikri.h. 262

%8 Jamalin, Loc.Cit.,
% Suhendi, H. (2014). Figh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.h.91.

% Wahbah Az Zuhaili, Op.Cit., h. 4.040 — 4.042
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dijelaskan dalam kitab al-Mabsus adalah akad pimjaman barang yang dapat
dimanfaatkan tanpa rusak atau hilang. Menurut ulama Hanafiah, akad Al -
‘ariyah merupakan akad yang membuat berpindahnya barang kepemilikan
manfaat (tanpa imbalan) dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.
Sedangkan al-Kurkhi dari ulama Syafi'iah dan Hanabilah dalam kitab Mughni
al-Muhtaj, al-Muhadzab, al -Mughi, berpendapat bahwa akad Al-‘Griyah
adalah akad yang mengakibatkan penerima pinjaman boleh memanfaatkan
obyek pinjaman (ibahat al-intifa").

Konsekuensi akad Al-‘ariyah, menurut ulama Hanafiah adalah bahwa
penerima pinjaman, disamping secara langsung berhak memanfaatkan barang
pinjaman berhak pula mengalihkan haknya kepada pihak lain dengan cara
menyewakannya. Sedangkan ulama Syafi'i & Hanabilah, penerima pinjaman
hanya berhak memanfaat-kan barang pinjaman untuk dirinya (tidak boleh
dialihkan kepada orang lain).

. Alasan ulama Hanafiah adalah bahwa dalam akad Al- ‘ariyah terkandung akad
wakalah yang bersifat mutlak, yaitu pemilik barang telah memberikan kuasa
penuh kepada peminjam untuk memanfaatkan barang pinjaman tersebut, dan
pemberian kuasa penuh untuk mengambil manfaat barang pinjaman
merupakan pemberian kepemilikan manfaat. Konsekuensinya adalah bahwa
pinjaman memiliki kebebasan untuk melakukan apapun dalam mengambil
manfaat barang pinjaman, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.

. Alasan ulama Syafi'iah & Hanabilah adalah bahwa akad Al-‘ariyah hanya

mengandung izin pemanfaatan. Oleh karena itu barang pinjaman hanya
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dizinkan untuk diambil manfaatnya oleh dirinya sendiri. Dalilnya adalah
analogi pada jamuan misalnya jamuan makan malam, tamu diberikan izin
oleh tuan rumah untuk mengkonsumsi makanan yang teah disajikan, dan
tidak boleh (tidak diberikan izin) makanan itu untuk mengalihkan hak itu
kepada pihak lain.

e. Ulama Hanafiah, Syafi'iah & Hnabilah sepakat bahwa pinjaman tidak boleh
menyewakan barang dimaksud kepada orang lain. Alasanya kesepakatan
ulama tentang bolehnya akad Al - ‘ariyah tanpa batas waktu (jangka waktu
pinjaman barang), sedangkan akad ijarah harus jelas jangka waktunya.
Disamping itu, akad Al - ‘Griyah termasuk dalam domain perikatan sosial dan

apabila dialihkan pun harus pada lingkup yang sama.

2. Dasar Hukum

Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunat, seperti tolong - menolong
dengan yang lain. Kadang — kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain
kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang
yang hamper mati. Juga kadang — kadang haram, kalau yang dipinjam nitu akan
dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Sesuai dengan kaidah Islamiyah, “jalan
menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.®*”
Dasar hukum diperbolehkannya pinjam — meminjam terdapat dalam Surat

Al-Ma‘idah [5] Ayat 2. Ayat tersebut berkaitan dengan tolong menolong dalam

hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.®® Selain

¢! Rasjid, H.S. Op.Cit.,h. 323.
62 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Citra
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itu, dasar hukum pinjam-meminjam termaktub dalam Al Qur’an Surat Al-Ma‘in

[107] ayat 7.%
5l 5
“dan enggan (menolong dengan) barang berguna”

Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah sangat menghargai orang yang mau
menolong sesamanya. Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam.®

Allah berfirman®

5 Al iSE of 8l g 2285 )5 gl

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”. (QS. An Nisa’ [4] :58)

Apabila seseorang tidak mengembalikan barang peminjaman-nya atau
menunda waktu pengembaliannya, maka itu berarti berbuat khianat (tidak
amanah), dan berbuat maksiat kepada pihak yang menolongnya. Perbuatan
semacam ini jelas bukan merupakan suatu tindakan terpuji, sebab selain

tidak berterima kasih kepada orang yang menolongnya, pihak peminjam itu

Media, Yogyakarta, 2006), h. 127.
83 Rasjid, H.S. Loc. Cit.,
* Ibid.,
% Jamaludin, Op. Cit.,
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sudah mendhalimi pihak yang sudah membantunya. Ini berarti bahwa
peminjam telah melanggar amanah dan melakukan suatu yang dilarang
agama. Sebab perbuatan yang semacam itu, bertentangan dengan ajaran
Allah SWT. yang mewajibkan seseorang untuk menunaikan amanah dan

dilarang berbuat khianat. ®

Dalam sebuah riwayat hadist mengisahkan tentang Rasulullah SAW
yang menjelaskan mengenai pinjam — meminjam. Dalam konteks hadits tersebut
terdapat dua kata yang menunjukkan arti yang berbeda, yaitu kata madmunah
dan mu'addah. Yang dimaksud dengan madmunah adalah benda yang
dipinjam akan diganti (dibayar) dengan nilainya apabila rusak. Sedangkan yang
dimaksud dengan kata mu'addah adalah benda pinjaman yang harus
dikembalikan kepada pemiliknya dengan wujud bendanya secara utuh, tidak
diganti dengan nilainya apabila rusak.%” (barang pinjaman diperbaiki terlebih

dahulu apabila rusak, bukan diganti dengan barang lain atau dibayar harganya).

Selain berhubungan secara tidak langsung dengan akad Utang-piutang,
akad Pinjam-meminjam, juga memiliki hubungan tidak langsung dengan akad
Titipan (wadi’ah) keduanya memiliki kesamaan dari segi karakter obyeknya, yaitu
harta yang dipinjamkan memiliki karakter yang sama dengan harta yang
dititpkan, yaitu harta isti'mali yang wajib dikembalikan, sebagaimana adanya
(tidak diganti dengan harta lain), misalnya harta yang harganya sama. Oleh karena

itu untuk melihat perbedaan antara perikatan Pinjam-meminjam dan perikatan

% Jamaludin, Op.Cit.,
%7 Wahbah Az Zuhaili, 2004., Op.Cit.,h. 4.037.
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utang-piutang serta perikatan titipan wadi’ah harus memperhatikan hak-hal

sebagai berikut®® :

a.

Akad Qard, disebut juga akad Utang-piutang. Obyek yang pinjam adalah
uang atau harta. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh  peminjam,
sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis

(yang sama nilainya).

. Akad Wadir'ah, merupakan akad penitipan barang, baik harta

mitsaliyahmaupun harta gair misli. Harta titipan tidak boleh dimanfaatkan
oleh penerima titipan. Yang wajib dikembalikan kepada penitip (pemilik)
adalah harta asal, sebagaimana harta sediakala (tidak diganti dengan benda
misli lainya).

Akad Al-‘ariyah, disebut juga akad pinjaman. Obyeknya yang dipinjam
adalah barang. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan
harta peminjam dikembalikan (tidak diganti dengan harta yang sejenis).

Orientasi dari tiga akad tersebut memiliki perbedaan dan persamaan

masing - masing. Dari segi pengembalian obyek, akad Al- ‘Griyah mirip dengan

akad Wadi’'ah. Sedangkan dari segi pemanfaatan obyek, akad Al-‘ariyah mirip

dengan akad Al - Qard, vyaitu pihak penerima pinjaman memperoleh manfaat

dari harta yang dipinjamnya. ®

%8 Jamaludin, Op.Cit.,
% Jamaludin, Op. Cit.,
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3. Rukun dan Syarat

Rukun pinjam — meminjam yaitu’®:

a. Ada yang meminjamkan . Syaratnya yaitu:

1) Cakap / berkemampuan. Anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah
meminjamkan.

2) Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan,
sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, karena meminjam hanya
bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh
karena itu, orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang
yang dipinjamkannya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan
miliknya, Dia hanya diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan
manfaat yang boleh diamilnya kepada yang lain, tidak ada halangan,
misalnya dia meminjam rumah selama satu bulan, tetapi ditempatinya
hanya 15 hari, maka sisanya (15 hari lagi) boleh diberikannya kepada
orang lain.

b. Ada yang meminjam. “Hendaklah seorang yang ahli (cakap)”. Anak
kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli
(tidak cakap) menerima kebaikan.

c. Ada barang yang dipinjam. Syaratnya:

1) Barang yang benar - benar ada manfaatnya.
2) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak). Oleh karena

itu, makanan dengan sifat makanan untuk dimakan, tidak sah

" Rasjid, H.S. Op.Cit.,h. 323.
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dipinjamkan.

d. Ada Lafadz. Menurut sebagian orang, sah dengan tidak berlafadz.

Disisi lain, Ulama Hanafiah berpendapat bahwa syarat rukun Al-
‘ariyah merupakan pernyataan pemberian pinjaman (al-ijab) dari pemberi
pinjaman. Adapun pernyataan penerimaan (al-gabul) dari pinjaman  tidak

termasuk rukun dalam pandangan jumhur Hanafiah.”

4. Hukum Mengembalikan Barang yang dipinjam

Pada tiap - tiap waktu, yang meminjam dan yang meminjamkan tidak
berhalangan bila ingin mengembalikan atau meminta kembali pinjaman, sebab Al-
‘A’ariyah adalah akad yang tidak tetap. Kecuali apabila meminjam untuk
pekuburan, maka pinjaman itu tidak boleh untuk dikembalikan sebelum hilang
bekas - bekas mayat. Berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, dia tidak boleh
meminta kembali. Atau meminjamkan tanah untuk menanam padi, tidak boleh
diminta kembali sebelum mengetam. Ringkasnya, keduanya boleh memutuskan

akad, asal tidak merugikan salah seorang diantara keduanya. "

Akad Al-‘A4’ariyah pun putus karena salah seorang dari yang meminjam
atau yang meminjamkan mati, ahli warisnya wajib mengembalikan barang
pinjaman, dan tidak halal bagi mereka memakainya, kalau mereka pakai juga,
mereka wajib membayar sewajarnya. Kalau yang meminjamkan dengan yang

meminjam berselisih (yang pertama mengatakan belum dikembalikan, sedangkan

™ Jamaludin, Op. Cit.,
"2 Rasjid, H.S. Op.Cit.,h. 324.
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yang kedua mengaku sudah mengembalikannya), maka yang meminjamkan
hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali.
Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah

memutuskan akad, dia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya.”

Para ulama  menjelaskan pula sifat akad Al-‘4 ariyah dengan
tanggung jawab, apakah ~mengganti barang pinjaman apabila  barang
pinjaman itu rusak atau hilang. Persoalan ini para ulama terdapat beragan

pendapat, antara lain™ :

a. .Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mabsus
berpendapat bahwa barang pinjaman merupakan amanah yang berada di
bawah kekuasaan peminjam, baik pada saat barang itu dipakai maupun
tidak dipakai. Peminjam tidak perlu mengganti atas rusaknya barang
pinjaman , kecuali kerusakan tersebut terjadi karena perbuatan peminjam
yang melampui batas (at-ta’adi) dan tidak melakukan perbuatan yang

seharusnya dilakukan (at-tagsir).”

b. Ulama Malikiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bidayat Al-
Mujtahid dan Hasyiyah al-Dasuki membagi barang pinjaman menjadi
dua : Pertama, barang pinjaman yang meungkinkan disembunyikan, seperti
pakaian dan perhiasan. Kedua, barang pinjaman yang tidak mungkin

disembunyikan, seperti binatang dan kendaraan. Peminjam wajib mengganti

 Ibid.,
™ Jamaludin, Op.Cit.,
" Ibid.,
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barang pinjaman yang rusak masuk kategori/kelompok yang pertama, karena
sulit dibuktikan, rusak atau hilangnya barang pinjaman bukan karena
kelalaiannya. Sedangkan pinjaman tidak wajib mengganti atas rusak atau
hilangnya barang pinjaman yang masuk kategori/kelompok kedua, kecuali

hilang atau rusaknya barang pinjaman karena kelalaian.™

c. Ulama Syafi'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-MuhaZZab &
kitab al-Majmuk, beliau berpendapat bahwa barang pinjaman bersifat
damanah di tangan peminjam. Oleh karena itu, peminjam wajib bertanggung
jawab (pengganti dan mengembali-kan) barang pinjaman yang rusak atau
hilang karena pemakaian yang berkelebihan/melampuan batas. Sebaliknya,
peminjam tidak wajib mengganti barang pinjaman yang hilang/rusak karena
penggunaan Yyang diizinkan, bahkan peminjam tidak harus bertanggung
jawab atas rusak/hilangnya barang karena disewakan atau dipinjamkan

(ulang) yang dilakukan atas izin dari pemiliknya.”’

d. Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mughni & kitab al-
Qawa'id, beliau berpendapat bahwa akad pinjaman Al-‘4 ariyah  bersifat
tanggungan (al-daman) secara mutlak. Oleh karena itu, barang pinjaman
wajib mengganti atau membayar harganya apabila barang pinjaman itu
dalan kondisi rusak/hilang, baik atas pamaian yang tidak diizinkan

maupun  pemakaian yang melampui batas.”

8 1bid.,
™ bid.,
8 bid.,
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B. UTANG- PIUTANG
1. Pengertian Utang-piutang

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam hal keuangan adalah dalam
memenuhinya. Masyarakat kerap sulit mendapatkan uang atau dana untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, maka dalam kehidupan bersama-
sama masyarakat, antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi
kebutuhan hidup adalah saling bergantung. Mereka saling mengadakan perjanjian
atau kesepakatan untuk mengikat dirinya dalam memberikan sesuatu dan juga
sebaliknya berjanji akan menggantinya atau membayarnya kembali.” Perikatan
seperti ini sering disebut dengan utang-piutang.

Pengertian Utang-piutang dalam Islam terbagi menjadi dua , yaitu
pengertian secara istilah, dan pengertian secara bahasa. Secara Istilah, yang
sering digunakan dalam utang-piutang menurut bahasa Arab adalah al-dain dan
al-gard, namun istilah yang lazim dalam figih untuk transaksi utang-piutang
khusus ini adalah al-gard. Sedangkan secara Bahasa al-qard berarti al-qat’u ’
(terputus). Maksudnya, harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut gard
karena ia terputus dari pemiliknya. &

Namun, definisi yang berkembang dikalangan fugaha yakni al-gard adalah
penyerahan pemilikan harta al-mitsliyyah kepada orang lain untuk ditagih

pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk

¥ Mahadi. Sumber - Sumber Hukum I. Jakarta: NV Sorongan, 1956.h.18.
8 Ghufron A.Mas’Adi, Figh Muamalah Kontekstual, (PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2002), h.169-171.
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menyerahkan harta mitsliyyah kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis
dengannya.®* Selain itu madzhab Hanafiah dan Hanabilah menjelaskan,
pengertian Qard (utang-piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana
pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk
dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus
dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah
maupun Hanabilah, keduanya memandang gard sebagai harta yang diberikan oleh
mugrid kepada mugtarid yang pada suatu saat harus dikembalikan.®?

Begitupun dengan pendapat tokoh - tokoh terkemuka Islam, terdapat
pengertian yang serupa tentang utang-piutang. Ahmad Azhar Basyir berpendapat,
utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk
memneuhi kebutuhan - kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali
gantinya pada waktu mendatang.®®* Adapun yang dimaksud dengan utang-piutang
menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan
perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna “sesuatu” dapat
diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut
habis karena pemakaian.®

Dengan demikian utang-piutang (gard) adalah perbuatan memberikan
sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain

ada yang menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian dia

* Ibid.

8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Amza, Jakarta, 2010, h. 275.

8 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (UlI
Press,Yogyakarta, 2009), h. 36.

8 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,
(Sinar Grafika, Jakarta, 1994), h. 136.
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akan membayar/ mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.

Utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah
prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan
ialah:

a. Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika
segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami
kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur
kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan
semangat membangun  kemandirian  dan berusaha mengoptimalkan
potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang
tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.

b. Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam
istilah Syari‘ah disebut dengan galabatid dayn atau terbelit utang.
Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu mudah
dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW., selalu
memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit
ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri menjadi hilang.

c. Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya.
Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat
membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman,
sehingga  diperbolehkan untuk  mempermalukannya. Dalam  konteks
mikro, akan sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini.

Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja
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dipermalukan dengan cara menyita asetnya, dilarang berpergian ke luar

negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.®®

2. Dasar Hukum

Dasar hukum diperbolehkannya utang-piutang terdapat dalam Surat Al-
Ma‘idah [5] Ayat 2. Ayat tersebut berkaitan dengan tolong menolong dalam hal
kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.®® Alasannya,
memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang
hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi orang
yang hendak utang tersebut tidak mempunyai “sesuatu” yang dibutuhkannya
sehingga orang yang hendak utang tersebut meminta bantuan kepada orang lain
yaitu dengan cara berutang. Sebab manusia sebagai makhluk sosial pasti akan
membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, karena pada dasarnya
manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak selamanya manusia
dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang
lain guna dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk bantuan / pertolongan
orang lain tersebut adalah dalam hal utang atau pinjaman.

Selain itu, dasar hukum utang — piutang termaktub dalam Al Qur’an Surat
Al Hadid [57] ayat 11. Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah sangat menghargai

orang yang mau menolong sesamanya.

8 Ramdansyah,dan Abdul Aziz. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." Jurnal
Bisnis dan Manajemen Islam Volume 4 Number 1, URL:
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689/1503 (2016): 124-135.

8 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Citra
Media, Yogyakarta, 2006), h. 127.
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“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS Al Hadid
[57] :11)

Ayat tersebut tersirat anjuran utang-piutang, bahwasanya Allah akan
melipatgandakan imbalan terhadap orang yang memberikan utang atas dasar
kebaikan berupa pahala yang banyak.’” Sehingga apabila yang berutang
memberikan kelebihan pembayaran kepada orang yang menutangkan, dan
dilakukan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka
kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi

yang berutang. Hukum utang-piutang dengan mengambil manfaat adalah haram

apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.®

Sayyid Sabiqg pun berpendapat bahwa Islam mensunnahkan hutang bagi
yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang
memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang
makhruh karena orang yang berhutang mengambil harta/ menerima harta untuk
dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya
orang yang berhutang tersebut mengembalikan harta itu seperti sedia kala.®®
Hukum utang-piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa
dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan

hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang

8 Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Figh Muamalat. Jakarta: Amza., h. 275.
% Ipid., h. 281.
* Ibid., h. 129
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diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat.®® Hal ini sebagaimana hadist

Rasulullah SAW yang berbunyi®*:

oo Ul O 3al 321 G 06 sy adle D0 JTia o 0 G ale S o5 5i0h o (e

20 4] a0 Ay 38T Gag A D0 (3 alal &y )

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al
Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur
bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta
manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah
akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya
dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak
orang itu".

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan di kemudian hari, Islam
menganjurkan untuk mencatat utang. Bahkan, ayat terpanjang dalam al-Quran,
yaitu surat al-Bagarah [2] ayat 282 isi kandungannya adalah tentang utang dan

perintah untuk mencatatnya.

T ’

- P 5, >
L e K et 2 s

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

% Cahyadi, Adi. "Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam ." Jurnal Bisnis dan
Manajemen Volume 4 Number 1
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956/1525 (januari-juni 2014).h.68.

°! Bukhari, A. 1. (1423H- 2002M). Matan Shahih Al- Bukhari.Hadist No. 2387. Cetakan
Pertama: Daar Ibnu Katsir.h.574



45

menuliskannya dengan benar”.

3. Rukun dan Syarat

Utang-piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana
yang telah diatur dalam ketentuan syara’, agar utang-piutang yang dilakukan oleh
seorang muslim dianggap sah. Adapaun yang menjadi rukun dan syarat dalam
utang-piutang adalah sebagai berikut:*
1) Adanya yang berpiutang (Mugrid)

Mugrid adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang
membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap (ahliyah) melakukan
perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang
untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

2) Adanya orang yang berhutang (Mugtarid)
Pihak yang membutuhkan pinjaman uang. la juga telah cakap (ahliyah)
melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu®®:
a. Berakal
b. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
c. Bukan untuk memboros
d. Dewasa dalam hal baligh.
3) Objek/barang yang diutangkan (Ma 'qud ‘Alaih)
Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur

atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada

% Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., h. 127-128.
% bid.,
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waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau
nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Rukun harta yang
diutangkan adalah sebagai berikut®*:
a) Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang
satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang
mengakibatkan  perbedaan  nilai, seperti  uang, barang-barang yang
ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung.
b) Harta vyang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah
mengutangkan manfaat (jasa).
c) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui
sifatnya.

4) Lafadz (Shigat/ljab dan Qabul)
Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak
yang akan menerima utang. Qard adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh
karena itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya ijab dan gabul.®
Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan
lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukan maknanya, seperti
kata, “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu. Demikian pula
kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku

berutang”, “aku menerima” atau “aku ridha”.%

% Ramdansyah,dan Abdul Aziz. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.” Jurnal
Bisnis dan Manajemen Islam Volume 4 Number 1, URL:
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689/1503 (2016): 124-135.

% Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h. 279.

% | oc.Cit.,
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Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat utang-piutang sebagaimana
yang telah dikemukakan tersebut, maka utang-piutang akan sah secara hukum dan
padanya mempunyai kekuatan yang mengikat.

4. Hukum Melebihkan Pembayaran Pada Utang-piutang
Melebihkan pembayaran dari jumlah yang ditentukan siberutang dapat

dikemukakan sebagai berikut:®’

1) Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh si berutang bukan
didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh
(halal) bagi si pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi si berutang. Maka
dengan demikian sebagai umat Islam apabila memiliki utang kepada orang lain
hendaklah membayar dengan tepat waktu dan melebihkannya dengan hal yang
lebih  baik. Hal tersebut pada dasarnya akan menjadikannya sebagai amal
kebajikan bagi seorang muslim tersebut. Hal ini sebagaimana Hadist Rasulullah

SAW yang berbunyi:

@J\J}@mwwgu&u@;mw)mmw}uu;

“dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: Ketika

itu Beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka Beliau membayarnya dan

memberi tambahan kepadaku".%®

2) Kelebihan yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang

%7 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Op.Cit., h. 137-138.
% Bukhari, A. 1. (1423H- 2002M). Matan Shahih Al- Bukhari.Hadist No. 443. Cetakan
Pertama: Daar Ibnu Katsir.h.119
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kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka
sepakati hal tesebut adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang.
Maka utang-piutang dengan mengambil manfaat hukumnya adalah haram apabila
hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.®® Sebab, hal itu tergolong
dalam Riba.

Nabi S.A.W bersabda dalam Hadis riwayat Muslim:
100, » L & G - 3 2~ 3

"Makanan dengan makanan harus sebanding."

Hadis ini mengisyaratkan bahwa perjanjian yang dilakukan untuk bertukar
suatu barang terhadap barang lainnya harus didasari pada prinsip kesetaraan,
sehingga tidak ada yang dirugikan antara satu pihak pada pihak lainnya. Pada
riwayatnya, hadis ini didasari pada keadaan zaman dahulu yang masih
menggunakan sistem barter. Barter merupakan kegiatan tukar menukar barang
sebagai pengganti uang dalam transaksi perdagangan. Cara ini digunakan untuk
mencukupi kebutuhan satu sama lain. Riwayat hadis ini mengisahkan tentang
Ma’mar bin Abdullah yang menyuruh pelayannya menukar satu sha’ tepung
dengan gandum yang masih kasar untuk dijadikan bahan makanan pokok. Namun,
pelayannya pergi dan mengambil lebih dari satu sha’ gandum. Sehingga saat itu
Ma’mar menyuruh pelayannya untuk mengembalikan gandum yang lebih itu,
karna pertukaran barang itu dinilai tidak sebanding. Sehingga dikhawatirkan

mendekati pada praktek ribawi.

% Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h. 281.
100 Hadits.net. (2021). Hadits Shahih Muslim No. 2982. Retrieved May 6 , 2021, from
Hadits.net: https://hadits.net/hadits/muslim/2982/



49

Begitupun halnya dengan Al-Qur’an yang menggunakan kata riba untuk
bunga. Menurut kamus, arti riba adalah kelebihan atau peningkatan atau
surflus, tetapi, dalam ilmu ekonomi, kata itu berarti surflus pendapatan yang
didapat oleh pemberi utang dari pengutang, lebih tinggi dan di atas jumlah
pokok utang, sebagai imbalan karena menunggu atau memisahkan bagian
yang likuid dari modalnya selama suatu jangka waktu tertentu. Riba di dalam
Islam, secara khusus menunjuk pada kelebihan yang dituntut dengan suatu
cara tertentu. Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika membicarakan riba, menyatakan
bahwa intinya, riba adalah kelebihan, baik dalam komoditas (itu sendiri) atau pun

dalam uang, seperti dua dinar ditukarkan dengan tiga dinar.'®*

Dalam sistim keuangan Syari‘ah terdapat dua konsep utama tentang uang
berdasarkan fungsinya. Pertama, uang sebagai sesuatu yang beredar ( flow
concept ), di mana untuk mendatangkan hasil yang lebih besar uang mesti
diputar. Semakin cepat uang beredar, semakin banyak hasil yang didapat
melalui kegiatan investasi riil. Jika tidak berputar, nominal uang justru

akan berkurang lantaran terkena kewajiban zakat.

Kedua, dalam sistim ekonomi Syari‘ah , uang sebagai milik publik
(money as publik goods) bukan semata - mata milik  perorangan (privat
goods). Karenanya menimbun atau memonopoli uang tidak menghasilkan
keuntungan, sia - sia dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Demikianlah

dalam sistim ekonomi Islam (Syari‘ah) uang adalah uang, yakni ber fungsi

101 Sulaemang. (2015). HUKUM RIBA DALAM PERSPEKTIF HADIS JABIR ra.
Jurnal Al-Adl, Volume 8 Number 1, URL: https://core.ac.uk/download/pdf/231141102.pdf, 156-
171.
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sebagai alat untuk motif transaksi (alat pembayaran dan alat tukar -
menukar) dan untuk motif berjaga - jaga (sebagai alat untuk menyimpan
nilai). Dari fungsi inilah, maka  difahami sebagai flow concept dan

sekaligus sebagai publik goods.'%?

E. Fatwa DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/I1/2018 Tentang Layanan
Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip
Syari‘ah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip
Syari‘ah yang mempertemukan atau/ menghubungkan Pemberi Pembiayaan
dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui
sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Fintech peer-to-peer lending menurut Fatwa Dewan Syari‘ah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/I1/2018 dibolehkan dengan
syarat sesuai dengan prinsip Syari‘ah. Ketentuan prinsip Syari‘ah yang dimaksud
adalah 1) terhindar dari riba, Garar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis
(menyembunyikan cacat), darar (merugikan pihak lain), dan haram; 2) Akad
baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syari‘ah
dan peraturan perundang-undangan yangberlaku; 3) Akad yang digunakan selaras
dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bay’, ijarah, mudarabah,
musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qard; 4) Terdapat bukti transaksi yaitu

berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda

192Ajib, G. (2013). Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Bunga
Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo). Conomica Journal, Volume 4, Edisi 1, URL:
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/688/616, 1-32.
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tangan elektronik yang sah; 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil
yang sesuai dengan Syari‘ah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya
(ujrah) dengan prinsip ijarah. Subyek hukum dalam fintech peer-to-peer lending
ada tiga pihak,yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi

pembiayaan.'®

Selain itu, fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000 juga menjelaskan

tentang ketentuan umum al Qard, yakni:
1. Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtarid yang memerlukan;

2. Nasabah (penerima) gard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima

pada waktuyang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah.

4. Lembaga Keuangan Syari‘ah (yang memberikan gard) dapat meminta jaminan

kepada nasabah (penerima gard) bilamana dipandang perlu.

5. Nasabah (penerima) qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan
sukarela kepada lembaga keuangan Syari‘ah selama tidak diperjanjikan dalam

akad.

193 Baihaqji,Jadzil.”Financil Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syari’ah Di
Indonesia.” Tawazun:Journal of Sharia Economic Law Volume 1 Number 2 URL:
http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4979/3202(/September 2018) h.116-
132.
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6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya
pada saat yangtelah disepakati dan lembaga keuangan Syari‘ah telah memastikan

ketidak mampuannya (sipenerima gard), lembaga keuangan Syari‘ah dapat:
a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau;
b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.'%*

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
yaitu:

I. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola,
dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang
menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi;

2. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber
dari Pemberi Pembiayaan; dan

3. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud

memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.

Selain itu, terdapat istilah — istilah dalam Peer To Peer Lending
diantaranya yaitu:
1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

104" Cahyadi, Adi. "Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam ." Jurnal Bisnis dan
Manajemen Volume 4 Number 1
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956/1525 (januari-juni 2014).h.72.
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elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
danlatalu didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan,
suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan;

2. Sertifikat Eiektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat
tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum
para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara
sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Perundangundangan.

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan
prinsip Syari‘ah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (factoring); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa

pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai

atau tanpa disertai talangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki
tagihan kepada pihak ketiga (payor).

2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase Order); yaitu

pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan
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atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online
(online seller); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang
melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis
teknologi informasi (platform e- commerce / marketplace) yang telah menjalin
kerj asama dengan Penyelenggara;

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online
dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan
yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online
melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan
pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara
online (payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee), yaitu pembiayaan yang diberikan
kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema
kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

6. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu pembiayaan yang
diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan

skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka
penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa

berdasarkan Syari‘ah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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